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BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PEMEKARAN KELURAHAN WIROTHO AGUNG MENJADI KELURAHAN WIROTHO
AGUNG, KELURAHAN SARANA AGUNG DAN KELURAHAN MANDIRI AGUNG

Menimbang

Mengingat

¢ T

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, diperlukan pemerataan dalam pembinaan
masyarakat, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
yang menjangkau semua lapisan masyarakat;

bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Wirotho Agung sudah
melebihi jumlah penduduk yang ideal untuk menjamin
pelayanan yang optimal;

bahwa sebagai langkah percepatan terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui pertumbuhan kehidupan berdemokrasi,
percepatan pelaksanaan pembangunan dan perekonomian,
peningkatan partisipasi, pemberdayaan .~ masyarakat,
keamanan dan Kketertiban masyarakat dipandang perlu
membentuk kelurahan baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan
huruf ¢, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tebo tentang Pemekaran Kelurahan Wirotho Agung
menjadi Kelurahan Wirotho Agung, Kelurahan Sarana Agung

dan Kelurahan Mandiri Agung;

Pasal 18 ayvat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten‘ Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903}
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
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Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang—Undéng Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

_O’l

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6206 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

Menetapkan

dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN
WIROTHO AGUNG MENJADI KELURAHAN WIROTHO AGUNG,
KELURAHAN SARANA AGUNG DAN KELURAHAN MANDIRI
AGUNG. '

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Tebo.
9. Daerah adalah Kabupaten Tebo.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.

disngkat DPRD adalah
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(1)

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan dan Perangkat Daerah sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
Kelurahan adalah perangkat kecamatan. ‘ |

Pemekaran Kelurahan adalah pemberian status atau pemecahan
wilayah kelurahan lebih dari satu dengan membentuk kelurahan
baru.

Batas Kelurahan adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah
penyelenggaraan  urusan pemerintahan  yang menjadi kewenangan

suatu kelurahan dengan kelurahan lain.

BAB II
PEMEKARAN, CAKUPAN WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Kesatu
Pemekaran Kelurahan Wirotho Agung
Pasal 2
Kelurahan Wirotho Agung sebagai kelurahan induk memiliki jumlah
penduduk 18.012 (delapan belas ribu dua belas) jiwa dengan dengan 5.339
(lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) Kepala Keluarga dan luas wilayah
37,37 Km?”.
Peta wilayah Kelurahan Wirotho Agung sebelum dilakukan pemekaran
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
Dengan Peraturan Daerah ini Kelurahan Wirotho Agung dimekarkan menjadi:
a. Kelurahan Wirotho Agung; '
b. Kelurahan Sarana Agung; dan
c. Kelurahan Mandiri Agung.
Pemekaran Kelurahan Wirotho Agung bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan masyarakat, melaksanakan _ fungsi pemerintahan, dan
pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah
Pasal 3
Wilayah geografis dan administratif Kelurahan Wirotho Agung setelah
pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi
wilayah lingkungan RW 5, RW 6, RW 7, RW 8, RW 14, RW 15, RW 16, RW 17
dan RW 19 dengan luas wilayah 7,87 Km? dengan batas wilayah sebagai
berikut :
a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sarana Agung;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mandiri Agung;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu;
dan
AN
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d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo
Bujang.

(2) Peta wilayah Kelurahan Wirotho Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 4
(1) Wilayah geografis dan administratif Kelurahan garana Agung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, berasal dari sebagian wilayah
geografis Kelurahan Wirothe Agung yang meliputi wilayah lingkungan RW 1,
RW 2, RW 3, dan RW 4 dengan luas wilayah 10,51 Km? dengan batas wilayah
sebagai berikut :
a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Wirotho Agung,
c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Warnareja Kecamatan Rimbo Ulu;
dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo
Bujang.
(2) Peta wilayah Kelurahan Sarana Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2
ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran [Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 5
(1) Wilayah geografis dan administratif Kelurahan Mandiri Agung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, berasal dari sebagian wilayah
geografls Kelurahan Wirotho Agung yang meliputi wilayah lingkungan RW 9,
RW 10, RW 11, RW 12, RW 13, dan RW 18 dengan luas wilayah 18,99 Km?
dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Wirotho Agung,
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo
Bujang dan Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Uluy;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wanareja, Desa Suka Damai dan
Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo
Bujang.
(2) Peta wilayah Kelurahan Mandiri Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) huruic tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 6
Pengukuran, pelacakan dan penetapan batas wilayah kelurahan secara pasti
dilapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pasal 4 dan Pasal S
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupadi.
Bagian Ketiga
Jumleh Penduduk
Pasal 7
Jumlah penduduk Kelurahan Wirotho Agung, Kelurahan Sarana Agung dan
Kelurahan Mandiri Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai

berikut: \b
/
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a. Kelurahan Wirotho Agung dengan jumlah penduduk sebanyak 2.528 (dua
ribu lima ratus dua puluh delepan) Kepala Keluarga dan/atau 8.814 (delapan
ribu delapan ratus empat belas) jiwa;

b. Kelurahan Sarana Agung dengan jumlah penduduk sebanyak 1.415 (seribu
empat ratus lima belas) Kepala Keluarga dan/atau 4.651 (empat ribu enam
ratus lima puluh satu) jiwa;

c. Kelurahan Mandiri Agung dengan jumlah penduduk sebanyak 1.396 (seribu
tiga ratus sembilan puluh enam) Kepala Keluarga dan/atau 4.547 (empat

ribu lima ratus empat puluh tujuh) jiwa,

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Perabiayaan pemekaran kelurahan <sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI ADMINISTRASI
DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Tugas Pokok; Fungsi Susunan
Organisasi Administrasi dan Kepegawaian Kelurahan diatur dengan Peraturan

Burati.

Pasal 10
Pengangkatan dan pengisian Personil pada Kelurahan hasil pemekaran
dilaksanakan setelah mendapat Kode Wilayah Administrasi Pemerintah dari

Kementerien Dalam Negert.

Pasal 11
Pengangkatan dan pengisian personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

disertai penyerahan pembiayaan, peralatan dan dokumen.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

(1) Pembinaan dan pengawasan kelurahan hasil pemekaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Permmbinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan
supervisi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Penyediaan tanah, pembangunan kantor dan penyediaan peralatan penunjang

lainnya sebagai akibat pemekaran kelurahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dianggarkan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.
/



BABVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14
Setiap dokumen yang teleh dikeluarkan oleh Kelurahan Wirotho Agung yang
dimekarkan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus disesuaikan.

Pasal 15
elenggaran pemerintahan Kelurahan Sarana Agung dan Kelurahan

Sebelum peny
enyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan pada

Mandiri Agung berjalan maka p
Kelurahan Induk.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI TEBO, °

SUKANDAR

hda tanggal 23 Desember 2020
TARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

MBARAN DAERAH KABUFPATEN TEBO TAHUN 2020 NOMOR . 20

NOREK/ PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO / PROVINSI JAMBI
(..2099.. TAHUN 2020)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 0 TAHUN 2020

TENTANG

PEMEKARAN KELURAHAN WIROTHO AGUNG MENJADI KELURAHAN WIROTHO

II.

AGUNG, KELURAHAN SARANA AGUNG DAN KELURAHAN MANDIRI AGUNG

UMUM ‘

Undang-undang  Nomor 03 Tahun 2014  tentang Pemerintahan
Daerah  memberikan implikasi ~ terhadap kewenangan yang luas
terhadap kabupaten/kota dalam mengatur daerahnya sesuai

aspirasi daerah. Dengan demikian Kabupaten/Kota memiliki
keleluasaan merumuskan sendiri kebijakan daerah dan
mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan
sumberdaya yang dimiliki daerah. Keleluasaan tersebut
dimaksudkan agar daerah mampu meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat sesuai dengan  tuntutan dan  kebutuhan
masyarakat.

Tujuan dari pembentukan kelurahan yaitu untuk meningkatkan pelayanan
masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat
sebagai upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Prinsip
dasar sebagai landasan pembentukan kelurahan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yaitu ; (1) Jumlah
Penduduk Minimal (2) Luas Wilayah Minimal (3) Usia Kelurahan Minimal (4)
Kemampuan Keuangan Daerah (5) Sarana dan Prasarana Pemerintahan.
Dalamn konteks Kelurahan Wirotho Agung, wacana pembentukan/ pemekaran
kelurahan dikaitkan dengan upaya mensejahterakan masyarakat,
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang

kendali pemerintaharn.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas.
Pasal 3

Cukup Jelas.
Pasal 4

Cukup Jelas.
Pasal 5

Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup Jelas.
Pasal 7

Cukup Jelas. >>



Pasal 8

Cukup Jelas.
Pasal 9

Cukup Jelas.
Pasdl 10

Cukup Jelas.
Pasal 11

Cukup Jelas.
Pasal 12

Cukup Jelas.
Pasal 13

Cukup Jelas.
Pasal 14

Cukup Jelas.
Pasal 15

Cukup Jelas.
Pasal 16

Cukup Jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 20 TAHUN 2020
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